Jamin Ginling No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
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SURAT KEPUTUSAN

. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN KARO
Nomor :503/0007/SD/DPM-PPTSP/2020
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
SD SWASTA MASEHI 1 KABANJAHE

Surat Permohonan PERPANJANGAN izin OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD
SWASTA MASEHI 1 KABANJAHE Nomor: 0163100101082020 tanggal 19 Agustus 2020
yang diselenggarakan oleh | MASMUR GINTING selaku Pimpinan/ Penyelenggara SD
SWASTA MASEHI 1 KABANJAKE sesuai dengan tanda terima berkas.
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.Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemenntah Daerah Kabupaten/Kota pada Penjelasan butir 5.a. dinyatakan bahwa
iZin pendinian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan
menengah dan satuan/penyelenggaraan pendidikan nonformal merupakan urusan
pemerintah daerah kabupaten/kota.
».Banwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karo Nomor:
420/1895/SD.2/2020 tanggal 14 Jul 2020 menyatakan SD SWASTA MASEH| 1
RABANJAHE yang diselenggarakan oleh MASMUR GINTING telah memenuhi
persyaratan sebagai satuan pendidikan.
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hwa dengan terpenuhinya persyaratan pendirian sebagal satuan pendidikan
agaimana dimaksud pada butir b, maka tdak ada hal ingan memberikan izin
rasional penyelenggaraan pendidikan «'cn39n Keputusan Kenala Dinas Penanaman
dal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Salu 2y Kabupaten Karo,

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentan « Siztem Pendidkan Nasional
Undzng-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tent- = Do 10, duz alas Undang-tndang
\omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintar

Peraturan vswgg Zoag 38 Tahun mbagian Un
ariara Pemerintah, Pemerintah Daeran Fro ] tah daerah Kabupaten/Kota:
4. Feraturan Pemerintah Nomor 68 Tzhun 0 te , n atas

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tenlanu #
Pendidikan:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 5 F
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1san Pemerintah

Peraturan
nyelenggaraan

15 Peraturan
Pemerintah Nemor 19 Tahun 2005 tentang €| .
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Repub : 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidika,. -+
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Fembantican Pera:qhat Daerah

Kabupaten Karo;

8. Peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomar 38 Tahun 2016 tentang Tugas Po -« -
dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;

8. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Jupati
Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Jan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor
24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Perizianan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).
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Dipindai dengan CamScanner
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RERTAMA : MEMBERIKAN PERPANJANGA 1
\_,‘v

" PIt.KEPALA DINAS PENANAMAN MuL |

SWASTA MASEH! 1 KABANJA
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Alamnat JU e |
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Kabuyg
Tiik Koordinat “.a.10

Nama Pimpinan/Pemilik : MASM

Nama Penyelenggara YAY,
vV \
\
/
>eKolah tersebut di atas walib ¢ ntuan sebagai berikut ¢
t.Menyelenggarakan pendidikan sesus: ¢ engan Standar Nasional Pendidikan; ( 4
v{ 3
2Menglkull petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan
penyelengnaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah; (1
y \ A
4 e ! A
3. Memelihara mutu pendid kan sesual kurkulum yang berlaku; ]
¥
4.Menaali segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan n%
penyelenggaraan pendidikan oy
/
/%
5.Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal | '.'\
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Setu Pintu Kabupaten Karo: \/ '/
6. Curat Keputusan inl tidak boleh dialhkan kepada Yayasan Penyclengqara Sekolah atau £ \
Badan Swasta lain \ 4 |
{
LKeputusan ini berlaku «oiama 4 tahun sejak ditetapkan, dan dapat ¢ ng kemb
sesuni ketentuan yar wiaku.

Apabilay ketentuan poda diktum ketiga tersebut di atas tidak
keputusan ing dinyatakan batal,

Hepulusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketenwa
I o ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestin'

. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan dilua T
ditetapkan pada izin ini, serla melanggar peraturan perundang-undar : \

Ditetapkan di : Kabanjashe
)
Pada Tanggal : 25 Agustus 20.
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